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Perkawinan paksa sebagai suatu bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan belum diatur dalam Statuta
Roma. Dalam praktiknya, Mahkamah Pidana Internasional telah memutus perkawinan paksa sebagai
kejahatan terhadap kemanusiaan berupa other inhumane acts dan menerapkan ketentuan-ketentuan yang
terdapat dalam Statuta Roma untuk menuntut perkawinan paksa sebagai bagian dari kejahatan terhadap
kemanusiaan. Berdasarkan hasil yurisprudensi di berbagai pengadilan internasional yang telah menangani
terkait perkawinan paksa, penuntutan atas tindakan perkawinan paksatelah dilakukan dengan menerapkan
ketentuan terkait tindakan-tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang berbeda. Beberapa hasil putusan
beranggapan bahwa perkawinan paksa lebih tepat untuk dituntut sebagai perbudakan seksual. Namun, dalam
perkembangan terkini terkait penuntutan perkawinan paksa dalam kasus Prosecutor v. Dominic Ongwen,
Mahkamah Pidana Internasional menyatakan bahwa perkawinan paksa dapat dituntut secaratersendiri di
bawah Pasal 7(1)(K) terkait other inhumane acts. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat
perlindungan hukum yang terdapat dalam Statuta Roma untuk menghukum tindakan perkawinan paksa dan
meneliti terkait alasan hukum yang mendasari penentuan elements of crime dari perkawinan paksa sebagai
suatu bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan, lalu bagaimana kasus Prosecutor v. Dominic Ongwen
dapat menuntut perkawinan paksa secaratersendiri sebagai other inhumane acts. Hasil penelitianini
menemukan bahwa tindakan perkawinan paksa dan perbudakan seksual seringkali bersinggungan.
Sebagaimana telah dinyatakan oleh majelis hakim dalam kasus Prosecutor v. Dominic Ongwen, perkawinan
paksa pada umumnya terjadi dalam situasi yang juga mencakup perbudakan seksual. Namun, ketika
pemaksaan status perkawinan mengakibatkan penderitaan yang melebihi dan berbeda dari perbudakan
seksual, maka perkawinan paksa patut untuk dituntut secaratersendiri agar dapat mencakup keseluruhan
tindakan, dampak yang diakibatkan, serta kepentingan yang dilindungi dari tindakan kejahatan yang
dilakukan.

...... Forced marriage as a crime against humanity has not been regulated in the Rome Statute. In practice, the
Court has prosecuted forced marriage as the crime against humanity of an other inhumane act and adopted
the existing provisions to prosecute forced marriage as a crime against humanity. The jurisprudence from
various international courts dealing with forced marriage has adopted different provisions regarding the
crime against humanity to prosecute forced marriage. Some considers that forced marriage is more
adequately prosecuted as sexual slavery, but recent developments regarding forced marriage in the case of
the Prosecutor v. Dominic Ongwen shows that the Court views forced marriage as a crime that needsto be
charged separately under Article 7(1)(k) of the Rome Statute as an other inhumane act. Therefore, this study
aims to determine the legal protections under the Rome Statute to protect victims from forced marriage and
examine the judicial reasoningsin determining the elements of crime of forced marriage as a crime against
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humanity, particularly in prosecuting forced marriage as a separate crime against humanity in the case of the
Prosecutor v. Dominic Ongwen. The results of this study found that the act of forced marriage and sexual
davery often intersect and are not mutually exclusive. As stated by the Trial Chamber in the case of
Prosecutor v. Dominic Ongwen, forced marriages generally occur in situations in which women are sexually
enslaved. However, when the imposition of marital status results in suffering that goes beyond sexual
davery, forced marriage should be prosecuted separately to warrant full responsibility of the perpetrator and
to adequately represent the conduct, ensuing harm, and protected interests from the crime committed.



